
WALi KOTA BAUBAU 
PROVINSISULAWESITENGGARA 

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU 
NOMOR: 'f TAHUN 2022 

TENT ANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WAL! KOTA BAUBAU NOMOR 32 TAHUN 
2021 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN 

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA 

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 
KOTABAUBAU 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA BAUBAU, 

Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 39 Peraturan 

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Di Daerah, serta menjaga kualitas perizinan 
berusaha berbasis risiko clan .non perizinan yang dapat 
dipertanggungjawabkan secara cepat, mudah, terintegrasi, 
transparan, efisien, efektif, dan akuntabel diperlukan Peraturan 
Walikota Baubau yang mengatur mengenai pendelegasian 
wewenang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dan 
non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

b. bahwa.Peraturan Wali KotaBaubauNomor 32 Tahun2021 tentang 
Pendelegasian W ewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 

Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 

Baubau sudah tidak sesuai Iagi dengan dinamika perkembangan 
peraturan perundang-undangan sehingga perlu diubah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf .a dan .huruf b, perlu menetapkan Peratur.an Wali Kota 
Baubau tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Baubau 
Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non 
Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Kota Baubau. 



Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota 

Bau-Bau (LembaranNegaraRepubliklndonesia Tahun2001 Nomor 

93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120); 
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 112, 

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5038); 
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587), sebagaimana teiah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601); sebagaimana teiah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 

Negara Republik lndonesia .Nornor 6573); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6618); 

9. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 8 
Tahun 2020 tentang Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah 
Daerah serta Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha 
Kementerian Negara/ Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 1747); 
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10. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 7 Tahun 2012 tentang 

Penanaman Modal di Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota 

Baubau Tahun 2012 Nomor 25); 
11. Peraturan Daerah Kota Baubau .Nomor 5 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau 

(Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 5); 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Baubau 

Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 
Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota 

Baubau Tahun .2021 Nomor 2). 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 32 

TAHUN 2021 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG 

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA 

BERBASIS RISIKO DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS 
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

KOTABAUBAU 

Pasall 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 

tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis 
Resiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu Kota Baubau (Berita Daerah Kota Baubau Tahun 2021 Nomor 32), diubah sebagai 
berikut: 
1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 5 

Jenis pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan yang 
didelegasikan kepada Kepala DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 

(2), secara .rinci sesuai dengan .Lampiran yangmerupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Wali Kota Baubau ini. 
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2. Ketentuan dalam Lampiran huruf C angka 2 Sektor Kesehatan, angka 6 angka 

Sektor Lingkungan Hidup dan angka 9 Sektor Agraria dan Tata Ruang di Bagian 

Jenis Perizinan Non Berusaha Non KBLI diubah, dan ditambahkan angka 10 

sehingga berbunyi sebagai berikut: 

C. PERIZINAN NON BERUSAHA NON KBLI 

No. Urusan Jenis Perizinan Non Berusaha Non KBLI 

1 ' .. ' 2 ,· -- .. .. . . . 3 . . . 
' 

1 Tetap Tetap 

2 Sektor Kesehatan 1. Izin Kerja tenaga Kesehatan ' 
I 

I 
2. Izin, Praktik Tenaga Kesehatan, ' I 

3. Dihapus 
4. Dihapus 

3 Tetap Tetap 

4 Tetap Tetap I 
! 

5 Tetap Tetap I 
I 
I 

6 Sektor Lingkungan Hidup Persetujuan Lingkungan ' 

7 Tetap Tetap 

8 Tetap Tetap 

9 Sektor Agraria dan Tata Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Ruang 
I 

10 Sektor Pemanfaatan 1. Izin Penyelenggaraan Reklame ' 

Pemakaian Kekayaan 2. Izin Pemakaian Kekayaan Daerah 
Daerah dan Fasilitas 
Umum 

3. Ketentuan dalam Lampiran huruf D angka I dan angka 2 diubah sehingga 

berbunyi sebagai berikut: 

D. NON PERIZINAN 

No. Urusan J enis Non Perizinan 

1 2 3 

1 Sektor Kesatuan Bangsa dan Politik Keterangan Penelitian 

2 Sektor Pra Izin 1. Keterangan Rencana Kota 
2. Persetujuan Prinsip 

4 



� .. 

Pasal II 

Peraturan Wall Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau. 

Ditetapkan di Baubau 
pada tanggal, IB 3{i,11Wri 2022 

E AHMAD MONIANSE 

----""\ 

NO. INSTAMSI/ UNIT KERJA 
1. %l=DA I 2. Pc;; TI 
3. p.. Of'M {'fSt 

I 4. �P.,t'Q .a,)�!,\,) '&- 
5. f"P,P.,!.O. iq;e,IJ:'11::"AN I , _, 

Diundangkan di Baubau 
pada tanggal, l� � uor-i 2022 

BERITA D RAH KOTA BAUBAU TAHUN 2022 NOMOR .';t'.. 
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